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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Buku Panduan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuju sekolah Standar Nasional  Pendidikan 

(SNP) dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini diharapkan menjadi panduan dalam 

pelaksanaan program SPMI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaan. 

Buku ini juga berfungsi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pedoman dalam 

mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal di sekolahnya.  Buku ini sangat baik 

untuk pegangan bagi  pengawas sekolah, kepala sekolah, TPMPS, dan pengelola pendidikan 

dalam rangka pedampingan sekolah. 

Dengan diluncurkannnya program merdeka belajar oleh Bapak Nadiem Anwar 

Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan peluang bagi otonomi sekolah 

untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah penggerak yang mampu menjadi contoh bagi 

sekolah lain dalam menggerakkan semua potensi yang ada. Dalam sekolah penggerak 

diperlukan kepala sekolah penggerak dan guru penggerak yang memiliki inovasi dan aktif 

mengikuti perubahan dan perkembangan terkini, yang didukung oleh semua stakeholder 

sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai SNP. 

Menyadari bahwa terwujudnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini 

disampaikan terima kasih kepada Drs. Adrian Howay, MM. Selaku Kepala Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua, Rekan - Rekan Widyaiswara  (LPMP) 

Provinsi Papua, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah 

memberikan informasi, dukungan, dan motivasi hingga tersusunnya buku panduan ini 

Buku ini terdiri dari 10 judul yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain 

sebagai panduan sekolah dalam menjalankan SPMI, yaitu: 

Buku 1   : Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan 

Buku 2A: Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan 

Buku 2B: Pemenuhan Mutu  Standar Isi 

Buku 2C: Pemenuhan Mutu Standar Proses 

Buku 2D: Pemenuhan Mutu Standar Penilaian 

Buku 2E: Pemenuhan Mutu  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Buku 2F: Pemenuhan Mutu Standar Sarana dan Prasarana 

Buku 2G: Pemenuhan Mutu  Standar Pengelolaan 

Buku 2H: Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan 
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Buku 3   : Audit Mutu Satuan Pendidikan 

Buku ini masih dalam tahap pengembangan, tim penulis secara terbuka menerima 

masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat 

bagi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal untuk mencapai atau melampaui SNP di 

Sekolah 

 

Jayapura, 8 Desember  2020 

Penyusun, 
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KATA SAMBUTAN 

KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA 

 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua sebagai Unit 

Pelaksana Teknis (UPT)  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan 

fungsi  sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan 

dan kebudayaan, yaitu melaksakan pemetaan mutu Pendidikan, melaksanakan supervisi 

satuan pendidikan, melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, melaksakan 

pengembangan model penjaminan mutu pendidikan, melaksanakan pengembangan dan 

pengelolaan sistem informasi mutu serta pelaksanaan urusan administrasi. Berdasarkan 

rincian tugas tersebut, LPMP Provinsi Papua mengembangkan dan meningkatkan kapasitas 

internal, mengembangkan program, dan terus berupaya bekerjasama dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Provinsi Papua agar mampu melayani dan menampilkan kinerja yang tinggi. 

Salah satu program yang dijalankan adalah mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan (SPMP) di Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.  

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah, bahwa komitmen Sekolah  masih rendah dalam 

menjalankan SPMI, belum memiliki dokumen sebagai bukti bahwa sekolah menjalankan 

SPMI, belum memiliki dokumen bukti kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan 8 SNP 

melalui pelaksanaan SPMI di Satuan Pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, 

standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tendik, standar sarpras, standar 

pengelolaan, dan standar pembiayaan. 

Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menjalankan SPMI 

untuk pemenuhan standar Nasional Pendidikan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.  

      Jayapura, 11 Desember 2020 

      Kepala, 

  

 

 

      Drs. Adrian Howay, M.M. 

      NIP. 196410111992031001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah untuk 

menjaga mutu pendidikan. Melalui sistem penjaminan mutu, kegiatan sistemik dan 

terpadu akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk 

meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan penjaminan mutu 

pendidikan di setiap jenjang pendidikan diharapkan mampu menyiapkan sumber daya 

manusia dalam menghadapi persaingan yang serba kompetitif dan sulit diprediksi 

akibat perkembangan terknologi yang begitu pesat saat ini. 

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan 

Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, khususnya tentang mempercepat peningkatan 

akses dan kualitas pelayanan pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan 

diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait. Menjaga mutu  

pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, 

masyarakat, dan dunia usaha.  

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, peningkatan mutu 

pendidikan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan 

benar melalui pemetaan mutu. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi 

yang dapat digunakan sebagai base-line data dasar merencanakan kegiatan dan 

program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Kegitan 

yang direncanakan dilaksanakan dengan baik yang berbasis bukti. Dalam menjalankan 

siklus penjaminan mutu tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi atau audit mutu 

secara internal dan eksternal.  

Pencapaian mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan  di 

tingkat satuan pendidikan mengacu kepada acuan mutu pendidikan, yakni Standar 

Nasional Pendidikan dan standar mutu pendidikan yang melampaui Standar Nasional 

Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, dan standar pembiayaan.  

Lampiran 1 
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B. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Standar Kepala Sekolah; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 19 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan di Satuan Pendidikan Dasar dan menengah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 

tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Naional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 

tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 

tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2012 tentang Pungutan dan Sumbangan pada Satuan Pendidikan;  
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14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 

2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah; 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 

Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler 

Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 103 

Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  53 Tahun 

2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan; 

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  22 Tahun 

2016 tentang Standar Proses; 

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2016 tentang Standar Penilaian; 

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 

2016 Tentang Komite Sekolah; 

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Standar Isi; 

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter; 
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28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;  

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian 

Hasil Belajar Oleh Pemerintah; 

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang  

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Dikdasmen; 

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah; 

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 6 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar 

Dan Menengah; 

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

88Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. 

 

C. Tujuan  

Tujuan penyusunan Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

menuju Sekolah Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang pentingnya sistem penjaminan mutu internal dalam 

rangka pemenuhan standar nasional pendidikan. 

2. Memberikan informasi tentang acuan dan indikator pemenuhan standar nasional 

pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan. 

3. Memberikan informasi program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka 

pemenuhan standar nasional pendidikan. 



5 

 

4. Memberikan informasi dokumen dan disertai contoh format yang perlu dibuat oleh 

satuan pendidikan sebagai bukti bahwa Satuan Pendidikan telah melakukan Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Meningkatkan sinergitas antara LPMP Provinsi Papua dengan Dinas Pendidikan 

Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi 

terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua. 

 

D. Manfaat 

Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar 

Nasional diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

1. Sekolah memahami pentingnya sistem penjaminan mutu internal dalam rangka 

pemenuhan standar nasional pendidikan. 

2. Sekolah  memahami acuan dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan 

dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan. 

3. Sekolah menyusun  program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka 

pemenuhan standar nasional pendidikan. 

4. Sekolah memiliki dokumen dan format yang perlu dibuat sebagai bukti bahwa 

sekolah telah melakukan sitem penjaminan mutu pendidikan. 

5. Terjalinnya sinergitas antara LPMP Papua dengan Dinas Pendidikan Provinsi 

Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait 

lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua. 
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BAB II 

ACUAN DAN INDIKATOR MUTU  

STANDAR ISI 

 

A. Acuan Mutu Standar Isi 

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang 

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan 

karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat 

kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, 

kualifikasi kompetensi Indonesia dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. 

Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam 

domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, oleh karena itu 

Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat 

kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar 

Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Karakteristik, 

kesesuaian, kecukupan, keluasan dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut.  

Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap 

dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati 

dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Keterampilan 

diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyaji dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses 

pemerolehannya mempengaruhi Standar Isi. 

Untuk memenuhi kebutuhan masa depan, telah ditetapkan Standar Kompetensi 

Lulusan yang berbasis pada kompetensi abad ke-21. Untuk mencapai standar 

kompetensi yang telah ditetapkan tersebut, maka dirumuskan Kompetensi Inti untuk 

setiap jenjang kelas dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Ruang lingkup 

materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada 

suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan 

dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran. 
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Dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk mencapai Kompetensi Inti 

dan Standar Kompetensi yang telah ditetapkan, maka satuan pendidikan pendidikan 

harus mampu membuat perencanaan strategis melalui analisis kondisi untuk 

mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui analisis SWOT atau kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). 

Hasil analisis dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), termasuk dalam 

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Dokumen I, 

Dokumen II dan Dokumen III. 

Acuan yang digunakan dalam rangka pemenuhan mutu Standar Isi pada 

pendidikan dasar dan menengah adalah: 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah;  

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 

Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler 

Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 

Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 

8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

Penyederhanaan RPP. 
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B. Indikator Mutu 

Rincian indikator dan sub indikator dalam raport mutu yaitu: 

 

Kode Indikator dan Sub Indikator 
2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan 

2.1.1. Memuat karakteristik kompetensi sikap 

2.1.2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan 

2.1.3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan 

2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa 

2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 

2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur 

2.2.1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum 

2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan 

2.2.3. Melewati tahapan operasional pengembangan 

2.2.4. Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan 

2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 

2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku 

2.3.2. Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi 

2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 

2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa 
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BAB III 

PEMENUHAN MUTU  STANDAR ISI 

 

A. Strategi Pemenuhan Mutu Standar Isi  

1. Pengembangan Kurikulu Tingkat Ssatuan Pendidikan (KTSP) Melalui Workshop 

Penyusunan dan Penetapan Dokumen KTSP. 

Pengembangan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan satuan 

pendidikan yang diselenggarakan sebelum tahun ajaran baru. Kegiatan dilakukan 

melalui pembentukan tim pengembang kurikulum, mengkaji peraturan 

perundangan, melakukan analisis konteks, worksop penyusunan kurikulum, 

melakukan telaah dan perbaikan dokumen serta menetapkan dan mensahkan 

pemberlakukan kurikulum. 

 

2. Worksop Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Setiap awal semester, sekolah diharapkan melakukan workshop minimal 

selama 3 hari untuk menyusun silabus dan RPP. Silabus dan RPP yang dibuat oleh 

guru bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai kondisi dan sifatnya 

kontekstual, kekinian, sesuai tuntutan pembelajaran abad ke-21 yaitu 

mengembangkan berpikir kritis, memecahkan masalah dan berpikir tingkat tinggi 

yang diperoleh melalui mencari tahu, bekerja secara kolaborasi dan 

mengembangkan kecakapan berkomunikasi secara lisan maupun  tertulis. 

Penyusunan RPP merupakan salah tugas pokok dan fungsi seorang guru. Sesuai 

arahan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Merdeka Belajar, RPP bisa 

disederhanakan hanya memuat 3 komponen yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran dan asessmen pembelajaran. 

 

3. Supervisi/Telaah Dokumen KTSP 

Untuk mengetahui kualitas KTSP yang terdiri dari Dokumen I, Dokumen II 

dan Dokumen III perlu dilakukan supervisi oleh pengambil kebijakan. Untuk 

dokumen KTSP jenjang pendidikan dasar dilakukan supervisi oleh dinas 

pendidikan kabupaten/kota, sedangkan dokumen KTSP jenjang pendidikan 

menengah dilakukan supervisi oleh dinas pendidikan provinsi. Khusus Dokumen II 

dan Dokumen III yang dibuat oleh guru, supervisi bisa dilakukan oleh kepala 
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sekolah dalam rangka pembinaan kompetensi tenaga pendidik yang berada di 

lingkungan sekolah yang dipimpinnya. 

 

4. Evaluasi Implementasi KTSP 

KTSP sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan 

pendidikan perlu dilakukan evaluasi secara periodik sekurang – kurangnya satu kali 

dalam setahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam rangka pembinaan 

kompetensi lulusan peserta didik. Hasil evalusi digunakan untuk upaya perbaikan 

yang perlu dilakukan pada tahun berikutnya. Evaluasi implementasi KTSP dapat 

dilakukan oleh auditor internal satuan pendidikan bersama Pengawas Pembina 

satuan pendidikan. Evaluasi KTSP meliputi kesesuaian dokumen dengan 

implementasi meliputi Dokumen I, Dokumen II dan Dokumen III. 

 

B. Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Isi 

Dalam pelaksanaan Mutu Standar Isi satuan pendidikan melakukan kegiatan 

dengan mangacu pada Prosedur Oprasional Satandar (POS) dan petunjuk kerja sebagai 

berikut : 

  PROSEDUR MUTU  No. Dokumen : PM-02B 
           

        No. Revisi : 

LOGO  STANDAR ISI  Tgl Berlaku : 

SEKOLAH        Halaman  :  
 

Disiapkan Oleh : 
 

Ditinjau Oleh : 
 

Disetujui Oleh : 
 

     

  ........................................   ........................... .......................   
           

  Koord.PengembStandar  Ketua TPMPS  Kepala Sekolah  

 

1. Tujuan 

Prosedur Mutu Standar Isi bertujuan untuk melakukan penjaminan mutu 

ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik serta dalam rangka 

penyusunan dokumen KTSP untuk memenuhi Standar Isi yang ditetapkan oleh 

pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup prosedur mutu standar isi meliputi: 

a. Analisis Isi Kurikulum; 

b. Penyusunan Kurikulum Dokumen KTSP. 

 

3. Definisi 

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP 

adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-

masing satuan Pendidikan; 

b. Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang mendasar 

generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan 

dan dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, 

kualifikasi kompetensi dan yang berjenjang dalam rangka pencapaian Standar 

Kompetensi Lulusan; 

c. Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap 

tingkat kelas yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan 

keterampilan serta ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan; 

d. Kompetensi Dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal 

yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-

masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti serta ditetapkan 

oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan; 

e. Indikator yang dimaksud adalah Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang 

merupakan penanda ketercapaian Kompetensi Dasar; 

f. Materi dengan ruang lingkup materi yang dirumuskan berdasarkan kriteria 

muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan 

yang spesifik untuk setiap mata pelajaran berdasarkan Tingkat Kompetensi dan 

Kompetensi Inti; 

g. Materi dapat berupa buku teks pelajaran yang disusun berdasarkan Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar. 
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4. Referensi  Dokumen Terkait 

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; 

b. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah yang 

pertama dengan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 dan diubah yang 

kedua dengan PP No.13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

c. Permendikbud no. 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan 

menengah; 

d. Permendikbud no. 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi 

dasar pelajaran pada kurikulum 2013; 

e. Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

 

5. Penanggung Jawab 

Untuk prosedur pelaksanaan standar isi: 

a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan; 

b. Guru kelas bertanggung jawab dalam analisis SKL,KI, KD dan indikator yang 

terkait dengan muatan pelajaran yang diampu; 

c. Tim Pengembang Kurikulum bertanggung jawab dalam analisis, penyusunan atau 

pengembangan, penetapan dan pengesahan kurikulum 
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6. Diagram Alur Standar Isi 

 

Pelaksana Kegiatan Format 

 

 

 

 

Tim 

pengembang 

kurikulum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru 

 

 

 

 

 

Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form FM-02B-1 

 

 

Form FM-02B-2 

 

 

 

Form FM-02B-3 

 

 

 

 

Form FM-02B-4 

 

 

Form FM-02B-5 

 

 

 

 

Form FM-02B-6 

 

Form FM-02B-7 

 

Form FM-02B-8 

 

Form FM-02B-9 

 

Form FM-02B-10 

 

 Form FM-02B-11 

Diagram 1: Diagram Alur Standar Isi 

 

7. Uraian Prosedur 

a. Analisis SKL, KI , KD dan indikator dilaksanakan oleh semua guru sebelum 

tahun ajaran baru dan diserahkan kepada tim pengembang kurikulum; 

b. Penyusunan Dokumen I KTSP dilakukan sebelum tahun pelajaran baru 

melalui rapat kerja dengan menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai 

petunjuk kerja dalam Standar Pengelolaan dengan melibatkan semua warga 

sekolah, komite sekolah, narasumber, dan unsur dinas pendidikan; 

Mulai 

Draft Dokumen I KTSP 

 Dokumen 1 KTSP 

Validasi 

Revisi 

tidak 

Ya 

 Dokumen 2 KTSP/Silabus 

 Dokumen 3 KTSP/RPP 

Pengesahan KTSP 

SELESAI 

Validasi 

Validasi 
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c. Validasi Dokumen I KTSP harus dilakukan. Apabila belum valid, harus 

dilakukan revisi dokumen hingga valid. Penetapan kurikulum dilakukan 

setelah Dokumen I KTSP tervalidasi oleh Kepala sekolah; 

d. Penetapan Dokumen I KTSP dilakukan melalui rapat sekolah dengan 

melibatkan semua warga sekolah, komite sekolah, narasumber, dan unsur 

dinas pendidikan. Kegiatan dilakukan sesuai PK-02/01.Apabila dokumen 

KTSP tidak disepakati dilakukan review dan revisi dokumen hingga terjadi 

kesepakatan bersama; 

e. Pengesahan kurikulum meliputi kegiatan, penetapan oleh Kepala Sekolah, 

persetujuan komite sekolah, dan pengesahan Kepala Dinas Pendidikan yang 

lebih dulu di verifikasi pengawas. 

f. Bagi sekolah yang dikelolah oleh Yayasan atau Masyarakat pengesahannya 

dilakukan oleh Pimpinan Yayasan 

 

8. Catatan Mutu Penyusunan Dokumen I KTSP 

a. Form analisis konteks  (FM-02B/1) 

b. Form sistematika KTSP (FM-02B/2) 

c. Form validasi dokumen KTSP (FM-02B/3) 

d. Form pengesahan dokumen KTSP (FM-02B/4) 

e. Form Silabus (FM-02B/5) 

f. Form RPP (FM-02B/6) 

g. Form Program muatan lokal (FM-02B/7) 

h. Form Program pengembangan diri (FM-02B/8) 

i. Form Contoh peraturan akademik (FM-02B/9) 

j. Form contoh Penyelesaian Perundungan (FM-02B/10) 

k. Form contoh Notulen Rapat Penyusukan KTSP (FM-02B/11) 



15 

 

 

  PETUNJUK  KERJA  No. Dokumen : PK-02B 
           

        No. Revisi : 

LOGO  PENYUSUNAN DOKUMEN 1 KTSP  Tgl Berlaku : 

SEKOLAH        Halaman  :  
 

Disiapkan Oleh : 
 

Ditinjau Oleh : 
 

Disetujui Oleh : 
 

     

  ........................................   ........................... .......................   
           

  Koord.PengembStandar  Ketua TPMPS  Kepala Sekolah  

 

A. Tujuan Petunjuk kerja bagi Kepala Sekolah dan Tim Pengembang 
Kurikulum dalam menyusun dokumen 1 KTSP 

B. Penanggung 

Jawab 

Kepala Sekolah 

C. Pelaksana Kepala Sekolah dan Tim Pengembang Kurikulum 

D. Bahan 1. Permendikbud No. 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan 

dasar dan menengah, 

2. Permendikbud No. 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan 

kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013; 

3. Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah. 

E. Urutan Kerja 1. Kepala Sekolah membentuk Tim pengembang kurikulum 
satuan pendidikan yang terdiri atas: tenaga pendidik, dan 
kepala sekolah/madrasah sebagai ketua merangkap anggota. 
Tim pengembang kurikulum dapat mengikutsertakan komite 
sekolah/madrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait; 

2. Tim Pengembang Kurikulum membuat Surat Keputusan 
Kepala Sekolah tentang tim pengembang kurikulum satuan 
pendidikan, surat tugas, daftar hadir, dan notulen; 

3. Tim Pengembang Kurikulum melakukan analisis konteks; 
4. Tim Pengembang Kurikulum menyusun Draf Dokumen 1 

KTSP mengacu konseptual Pengembangan KTSP paling 
sedikit meliputi: 

a. Peningkatan iman, taqwa, dan akhlak mulia; 

b. Toleransi dan kerukunan umat beragama; 

c. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; 

d. Peningkatan potensi, kecerdasan, bakat, dan minat sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik; 

e. Kesetaraan warga Negara memperoleh pendidikan bermutu; 

f. Kebutuhan kompetensi masa depan; 
g. Tuntutan dunia kerja; 

h. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

i. Keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan; 

j. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 

k. Dinamika perkembangan global; dan  

l. Karakteristik satuan pendidikan 
5. Tim Pengembang Kurikulum menuliskan rumusan visi, misi, 

dan tujuan satuan pendidikan; 
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6. Tim Pengembang Kurikulum mengorganisasikan muatan 
kurikuler satuan pendidikan; 

7. Tim Pengembang Kurikulum mengatur beban belajar peserta 
didik dan beban kerja pendidik tingkat kelas; 

8. Tim Pengembang Kurikulum menyusun kalender pendidikan 

satuan pendidikan; 

9. Tim Pengembang kurikulum mereview Dokumen KTSP; 

10. Kepala Sekolah memvalidasi Dokumen KTSP; 
11. Kepala Sekolah menetapkan Dokumen KTSP berdasarkan hasil 

rapat dewan pendidik satuan pendidikan dengan melibatkan 
komite sekolah/madrasah; 

12. Komite Sekolah menyepakati dan menandatangani dokumen 
KTSP; 

13. Pimpinan Yayasan Mengesahkan Dokumen KTSP bagi sekolah 
yang dikelolah yayasan atau masyarakat 

14. Dinas Pendidikan Kab./Kota mengesahkan Dokumen KTSP 
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BAB IV 

DOKUMEN FORMULIR STANDAR ISI 

 

A. Dokumen Pemenuhan Mutu Standar Isi 

1. Analisis Konteks 

Satuan Pendidikan wajib mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik 

satuan pendidikan dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Sebelum 

mengembangkan kurikulum, tim pengembang diharapkan menganalisis konteks 

antara lain analisis perundang-undangan, analisis kondisi lingkungan, dan analisis 

kondisi sekolah 

 

2. Dokumen KTSP 

Salah satu komponen yang paling penting dalam suatu sistem pendidikan 

adalah adanya sebuah kurikulum. Karena melalui kurikulumlah peserta didik 

diantar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, segenap potensinya 

dikembangkan seoptimal mungkin melalui proses pembelajaran. Setiap satuan 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menyusun 

kurikulum dengan mengacu kepada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, 

serta berpedoman pada panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).  

Pengembangan kurikulum harus pula mengacu pada 8 SNP yaitu Standar 

Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Pengelolaan, 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, 

Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian 

dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. 

(BSNP, 2006) 

KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah 

dan komite sekolah. Dokumen KTSP terdiri atas Dokumen I, Dokumen II dan 

Dokumen III. Dokumen I KTSP merupakan tanggungjawab kepala sekolah dalam 

penyusunannya, dokumen II merupakan tanggungjawab pemerintah, sedangkan 
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dokumen III merupakan tanggungjawab masing-masing pendidik di setiap satuan 

pendidikan. Dokumen I meliputi komponen KTSP yaitu visi, misi, tujuan, muatan, 

pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Pengembangan KTSP jenjang 

pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi kurikulum. 

KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite 

sekolah/madrasah, dan kemudian disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau 

kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya. 

Dokumen II meliputi silabus seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, 

untuk semua tingkat kelas. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka 

pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan 

berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan 

dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran 

tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Silabus memuat identitas satuan pendidikan, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

Dokumen III berisikan RPP dari seluruh mata pelajaran, pengembangan 

silabus pendidikan kepramukaan, silabus pendidikan penguatan karakter, dan 

program kerja kesiswaan. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP sebagai langkah awal dari proses pembelajaran. Hal ini 

dimaksudkan agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan efisien dalam rangka mengembangkan 

ketrampilan berpikir tingkat tinggi. RPP disusun berdasarkan serangkaian KD yang 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Penyusunan RPP ini dilakukan 

pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, namun perlu diperbaharui 

sebelum pembelajaran dilaksanakan.  

Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara 

berkelompok melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) di sekolah/madrasah.Sebaiknya hal ini dikoordinasi, 

difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah atau guru senior yang 

ditunjuk oleh kepala sekolah/madrasah.Pengembangan RPP yang dilakukan oleh 

guru secara berkelompok melalui KKG dan MGMP antarsekolah atau antarwilayah 
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dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas sekolah. RPP memuat 13 

komponen, sesuai Program Merdeka Belajar, 3 komponen inti yang dikembangkan 

yaitu tujuan pembelajaran, langkah langkah pembelajaran dan penilaian/ asessment 

pembelajaran. Pengembangan RPP mengacu prinsip efektif, efesien, dan berpusat 

pada peserta didik. Bentuk format dan jumlah halaman RPP diberikan kewenangan 

sepenuhnya kepada guru untuk mengembangkannya. 

 

3. Program Muatan Lokal 

Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang 

dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di 

daerah tempat tinggalnya. setiap daerah dan satuan pendidikan berkewajiban 

mengembangkan dan melaksanakan muatan lokal melalui pembekalan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik tentang potensi daerahnya 

untuk dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 

Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik 

untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh 

wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sedangkan muatan lokal 

yang berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati/Walikota. 

Sebelum menetapkan muatan lokal, satuan pendidikan perlu melakukan 

serangkaian kegiatan agar muatan lokal yang dikembangkan benar-benar realistis 

dan implementatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik terhadap pengembangan 

potensi di daerah tempat tinggalnya. Langkah awal penentuan muatan lokal, 

meliputi (1) identifikasi dan analisis muatan lokal, (2) menentukan jenis muatan 

lokal dan (3) menentukan bahan kajian muatan lokal. 

 

4. Program Pengembangan Diri 

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri 

sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat setiap peserta didik. Kegiatan 

pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga 

profesional lain.  Pengembangan diri juga diarahkan untuk pengembangan karakter 

peserta didik yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dirinya, persoalan 
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masyarakat di lingkungan sekitarnya dan persoalan kebangsaan. Satuan pendidikan 

bisa menyediakan beberapa wadah pengembangan diri seperti kegiatan 

ekstrakurikuler, bimbingan konseling, program program kurikulum 

tersembunyi (hidden curriculum) yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. 

 

 

5. Peraturan akademik 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, ketentuan peraturan 

akademik berisi:  

- persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari 

guru;  

- ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas,dan kelulusan;  

- ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, 

perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan , buku perpustakaan;  

- ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan 

konselor  
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B. Formulir Pemenuhan Mutu Standar Isi 

1. Analisis Konteks 

No FM—02B/1 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

ANALISIS KONTEKS 

a. Analisis Perundangan 

Aspek Ya Tidak Kesimpulan 

  Permendikbud No. 61 Tahun 2014    

  Permendikbud No. 57 Tahun 2014 (SD)    

  Permendikbud No. 35 Tahun 2018 (SMP)    

Permendikbud No. 36 Tahun 2018 (SMA)    

Permensikbud No. 34 Tahun 2018 (SMK)    

Permendikbud No. 37 Tahun 2018    

Permendikbud No. 62 Tahun 2014    

Permendikbud No. 63 Tahun 2014    

Permendikbud No. 79 Tahun 2014    

 

b. Analisis Lingkungan 

Aspek Peluang Tantangan Kesimpulan 

Komite sekolah    

Masyarakat    

Dinas pendidikan    

Sumber Daya Alam    

Sosial Budaya    

 

c. Analisis Kondisi Sekolah 

Aspek Kekuatan Kelemahan Kesimpulan 

Kompetensi Lulusan    

Isi Kurikulum    

Proses    

Penilaian    

Pendidik dan Tendik    

Sarana dan Prasarana    

Pengelolaan    

Pembiayaan    
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2. Dokumen KTSP Buku 1 

No FM-02B/2 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Sampul 

- Memuat logo satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah, dengan judul 

Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK ….., alamat satuan pendidikan, dan tahun 

penyusunan   

Lembar Pengesahan 

- Dengan judul kata Penetapan, diktum penetapan misalnya berdasarkan 

pertimbangan komite sekolah, dengan ini Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK 

…..ditetapkan untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran ….. 

- Kota tempat penetapan, tanggal penetapan 

- Penjabat yang menandatangani yaitu kepala sekolah, meyetujui komite sekolah, dan 

mengetahui dinas pendidikan sesuai kewenangannya 

Kata Pengantar 

- Dengan judul Kata Pengantar, hanya terdiri satu halaman 

- Berisi uraian pentingnya KTSP di satuan pendidikan, uraian singkat tentang regulasi 

KTSP, ucapan terima kasih terhadap pihak yang terlibat dalam penyusunan 

kurikulum 

- Kota tempat kurikulum disusun,  bulan, dan tahun  

Daftar Isi 

- Dengan judul Daftar Isi 

- Tulisan cover, lembar penetapan, kata pengantar, daftar isi, glosarium disertai 

halaman menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dst); 

- Tulisan bab, subbab yang dilengkapi dengan nomor halaman yang menggunakan 

angka Arab; 

- Tulisan lampiran-lampiran disertai nomor halaman lampiran menggunakan angka 

Arab. 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar belakang 

Latar belakang penyusunan kurikulum menguraikan mengenai alasan yang melatar 

belakangi penyusunan kurikulum, tuntutan era global, kebijakan pusat, kebijakan 

daerah dalam bidang pendidikan serta kebutuhan sekolah untuk beradaptasi 

terhadap perkembangan IPTEK. 

B. Landasan Yuridis 

Memuat UU Sisdiknas, PP SNP, Permendikbud tentang standar kompetensi 

lulusann standar isi, standar proses, daan standar penilaian  

C. Prinsip pengembangan Kurikulum  

Mengacu pada pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal 

dan global 

D. Tujuan pengembangan Kurikulum 

Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, Peningkatan potensi, kecerdasan, 

dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, 

menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

daerah, membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, dst. 

 

BAB II Tujuan Satuan Pendidikan 

A. Tujuan Pendidikan Dasar/Menengah 

Sesuai tujuan pendidikan  dasar atau menengah 
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B. Visi Sekolah 

Sesuai misi satuan pendidikan 

C. Misi Sekolah 

Sesuai misi satuan pendidikan 

D. Tujuan Sekolah 

Sesuai tujuan satuan pendidikan 

BAB III Struktur dan Muatan Kurikulum 

A. Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum yang berlaku disekolah sesuai dengan regulasi yang terbaru 

tentang struktur kurikulum satuan pendidikan 

B. Muatan Kurikulum 

1. Mata Pelajaran 

Menyebutkan mata pelajaran sesuai struktur kurikulum 

2. Muatan Lokal 

Menyebutkan muatan lokal yang dilaksanakan di satuan pendidikan, 

terintegrasi atau dalam bentuk mata pelajaran 

3. Pengembangan diri 

Pengembangan diri yang dilaksanakan di satuan pendidiakn 

C. Pelaksanaan pembelajaran  dan Penilaian 

1. Pendidikan kecakapan hidup 

Pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan 

2. Pendidikan berwawasan lokal dan global 

Pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan untuk menguatkan 

pendidikan wawasan lokal dan pendidikan tuntutan global 

3. Ketuntasan belajar 

Mengatur tentang ketuntasan belajar, remedial dan pengayaan 

4. Kenaikan Kelas 

Mengatur tentang syarat kenaikan kelas 

5. Kelulusan 

Mengatur tentang syarat kelulusan dari satuan pendidikan 

BAB IV Beban Belajar 

Beban belajar siswa per jam, hari, semester, dan tahun 

BAB V Kalender Pendidikan 

Kalender pendidikan memuat alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu 

pembelajaran efektif, waktu libur dan kegiatan lainnya serta kalender akademik 

sekolah. 

BAB VI Penutup 
Memuat kesimpulan dan saran 
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3. Kartu Telaah  KTSP Buku 1 

No FM-02B/3 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

No Aspek Telaah Deskripsi *) Analisis Saran  

 Dokumen 

 Isi dokumen diketik dengan huruf Time New 

Roman/Arial, Ukuran huruf 12/11 atau ditulis 

tangan dan mudah dibaca. Ukuran huruf pada 

caver,  tabel, dan grafik menyesuaikan 

 Ukuran kertas A4. Ukuran margin menyesuaikan / 

(kiri=4 cm, atas=3 cm, bawah=3 cm, kanan=3 cm) 

  

 

1 
Bagian Depan 
Cover/halaman 

judul 

 Terdapat logo sekolah/daerah/yayasan (satu logo) 

 Terdapat judul  yang tepat (Kurikulum Sekolah  

.....) 

 Judul huruf kapital 

 Menulis alamat sekolah dengan lengkap 

  

2 Lembar 

Pemberlakuan 

 

 Terdapat rumusan kalimat pengesahan yang baik 

dan benar 

 Terdapat tanda tangan kepala sekolah sebagai 

pihak yang mensahkan beserta cap sekolah 

 Terdapat tanda tangan ketua komite sekolah 

sebagai pihak yang menyetujui 

 Terdapat tanda tangan kepala dinas prov. untuk 

SMA/MA dan SMK/MAK, kab/ kota untuk 

SD/MI dan SMP/MT sebagai pihak yang 

mengetahui 

  

3 Kata Pengantar  Terdapat puji syukur, ucapan terima kasih, dan 

harapan 

 Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

 Ketua tim penyusun (kepala sekolah) 

  

4 Daftar isi  Mempunyai daftar isi sesuai dengan kerangka 

KTSP  

 Penulisan daftar isi sesuai dengan aturan penulisan 

yang benar (Judul, Bab, Subbab, dst.) … 

sistematis (numerik atau gabungan) 

  

 

 

5 

Bab I 

Pendahuluan 
A. Latar Belakang 

 

 Berisi dasar pemikiran penyusunan KTSP 

 Dirumuskan  dengan bahasa yang baik dan benar 

  

6 B. Landasan  UUSPN, SNP, Permendikbud 20/2016, 21/2016, 

23/2016, 4/2018, 37/2018, 19/2007 

 Kebijakan pemda 

 Renstra satuan pendidikan/yayasan 

  

7 C. Tujuan 

Pengemb. 

KTSP 

 Menguraikan tujuan pengembangan KTSP 

 Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

  

8 D. Prinsip 

Pengemb. 

KTSP 

 Minimal berisi prinsip yang terdapat dalam 

Panduan Penyusunan KTSP dari BSNP 

 Terdapat uraian dari setiap prinsip tersebut 

 Prinsip dan uraiannya menggunakan bahasa yang 

baik dan benar 

  

 

9 
Bab II Tujuan  
A. Tujuan Pend 

Dasar/ Men. 

 

UUSPN & PP. No. 19 Th 2005 

 Sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan dasar/ 
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No Aspek Telaah Deskripsi *) Analisis Saran  

menengah yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan 

10 B. Visi Sekolah Standar Pengelolaan  

 Cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan 

segenap pihak yang berkepentingan pd masa 

datang  

 Memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan 

pada warga sek/mad dan segenap pihak yang 

berkepentingan 

 Selaras dengan visi institusi di atasnya dan visi 

pendidikan nasional 

 Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang 

dipimpin oleh KS dengan memperhatikan 

masukan komite sek/mad. 

 Disosialisasikan kepada warga sek/mad dan 

segenap pihak yang berkepentingan 

Penjelasan 

 Visi sekolah bukan sekedar jargon/motto tetapi 

harus bisa dicapai dan terealisasi dalam 

perencanaan (Silabus dan RPP serta program 

secara keseluruhan) dan  proses pembelajaran 

serta penilaian. 

 Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

  

11 C. Misi Sekolah  Standar Pengelolaan  

 Memberikan arah dalam mewujudkan visi 

sek/mad sesuai dg tujuan pdd nas 

 Mrpk tujuan yang akan dicapai dlm kurun waktu 

ttt. 

 Menjadi dasar program pokok sek/mad 

 Menekankan pd kualitas layanan peserta didik dan 

mutu lulusan yang diharapkan  

 Memuat pernyatan umum dan khusus yang 

berkaitan dg program sek/mad 

 Memberikan keluwesan dan ruang gerak 

pengembangan kegiatan satuan-satuan unit 

sek/mad yang terlibat  

 Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap 

pihak yg berkepentingan termasuk komite 

sek/mad dan diputuskan oleh rapat dewan 

pendidikan yang dipimpin oleh KS 

 Disosialisasikan kepada warga sek/mad dan 

segenap pihak yang berkepentingan 

 Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

  

12 D. Tujuan sekolah Standar Pengelolaan 

 Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu 

dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan) 

 Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pdd nas serta 

relevan dg kebutuhan masyarakat. 

 Mengacu pada SKL yg sudah ditetapkan oleh 

sek/mad dan Pemerintah 

 Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yg 

berkepentingan termasuk komite sek/mad dan 

diputuskan oleh rapat dewan pendidikan yeng 

dipimpin oleh KS 

 Disosialisasikan kepada warga sek/mad dan 

segenap pihak yang berkepentingan 

 Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 
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No Aspek Telaah Deskripsi *) Analisis Saran  

 

 

13 

Bab III. Struktur 

dan Muatan 

Kurikulum  

A. Struktur 

Kurikulum 

 

 

 

 

 

 

Standar Isi dan Panduan Penyusunan KTSP dr 

BSNP 

 Terdapat struktur kurikulum yang disusun 

berdasarkan kebutuhan sekolah yg sesuai dg visi, 

misi dan tujuan sekolah serta mengacu pada 

Standar Isi 

 Terdapat alokasi waktu utk setiap mata pelajaran, 

muatan lokal dan pengembangan diri 

 Tambahan alokasi waktu keseluruhan tidak 

melebihi 4 jam pelajaran 

 Tambahan maksimum 4 jam pembelajaran per 

minggu digunakan untuk apa dan alasannya. 

 Ada mata pelajaran yang ditambah alokasi 

waktunya (dari mana tambahan tsb dan alasan) 

 Tidak ada mata pelajaran/alokasi waktu  yang 

dikurangi  

 Ada penjabaran jumlah jam pel. pada pemb. 

tematik (bisa dijelaskan dibawah struktur kur. atau 

langsung tertuang pd struktur kurikulum) 

  

14 B. Muatan 

kurikulum 
 Nama setiap mata pelajaran 

 Ruang lingkup materi yang akan diajarkan 

 SKL mata pelajaran yang akan dicapai  

 Jika ada penambahan jam pel. disesuaikan dg 

kebutuhan sekolah  

  

15 C. Muatan Lokal 

 

 

 Terdapat beberapa mata pelajaran muatan lokal 

yang diajarkan dan alasan pemilihannya 

 Muatan lokal sesuai dg karakteristik dan potensi 

daerah/sekolah 

 Ada SKL dan Standar Isi (SK dan KD) mulok 

 Ada mulok wajib dan pilihan  (apabila mulok 

banyak) 

  

16. D. Pengem-

bangan diri 

 

 Pengembangan diri yang dipilih berupa kegiatan 

ekstrakurikuler, pelayanan konseling, dan/atau 

pembiasaan serta alasan pemilihan 

 Terdapat kegiatan ekstrakurikuler wajib dan 

pilihan (bila banyak) 

 Terdapat program pengembangan diri. 

 Pengembangan diri yang dipilih sesuai dengan 

karakteristik, potensi, minat dan bakat serta 

kondisi sekolah 

 Untuk SMK pengembangan diri terutama 

ditujukan untuk  pengembangan kreativitas dan 

bimbingan karier. 

  

17. E. Beban belajar Standar Isi dan Panduan Penyusunan KTSP dari 

BSNP 

 Beban belajar kegiatan tatap muka per jam 

pembelajaran pd masing-masing satuan pdd:  

SD/MI/SDLB = 35 menit, SMP/MTs/SMPLB= 40 

menit, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK= 45 menit 

 Jumlah jam pembelajaran per minggu 26 – 28 jp 

untuk klas I s.d. III SD/MI/SDLB*) dan 32 jp 

untuk kelas IV - VI 

 Jumlah jam pembelajaran per minggu 32  jp untuk 

SMP/MTs/SMPLB*) 

 Jumlah jam pembelajaran per minggu 38 – 39 jp 

utk SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 

 Minggu efektif per tahun ajaran 34 – 38 minggu 
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No Aspek Telaah Deskripsi *) Analisis Saran  

 Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur bagi peserta didik pada SD/MI/SDLB 

maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap 

muka dari mata pelajaran yang  bersangkutan. 

 Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur bagi peserta didik pada SMP/MTs/ 

SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu 

kegiatan tatap muka dari mata pelajaran ysb. 

 Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur bagi peserta didik pada 

SMA/MA/SMALB /SMK/MAK maksimum 60% 

dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata 

pelajaran yang bersangkutan. 

18. F. Ketuntasan 

belajar 
 Tercantum tabel ketuntasan belajar untuk setiap 

mata pelajaran untuk setiap tingkatan kelas 

 Ketuntasan belajar yang dirumuskan diperkirakan 

sudah mempertimbangkan kemampuan rata-rata 

peserta didik, kompleksitas, dan dukungan SDM 

yang tersedia 

  

19. G. Kenaikan kelas 

dan kelulusan 
 Merumuskan kriteria kenaikan kelas sesuai dengan 

kriteria yang diatur direktorat pembinaan terkait 

 Merumuskan kriteria kelulusan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 Terdapat strategi penanganan siswa yang tidak 

naik kelas atau tidak lulus 

  

20. H. Penjurusan  Penjurusan dilakukan di kelas XI dan XII di 

SMA/MA kriteria penjurusan mengacu pada 

aturan dari direktorat teknis terkait. 

 Penjurusan pada SMK/MAK didasarkan pada 

spektrum pendidikan kejuruan yang diatur oleh 

direktorat pembinaan SMK.  

  

21. I. Pendidikan 

Kecakapan 

hidup 

 Strategi untuk mencapai pendidikan kecakapan 

hidup  

 Terdapat kompetensi-kompetensi yang berisi 

pendidikan kecakapan hidup yang dapat 

diintegrasikan ke mata pelajaran yang ada 

  

22. J.  Pend. berbasis 

keunggulan 

lokal dan global 

 Strategi untuk mencapai pendidikan berbasis lokal 

dan global 

 Terdapat kompetensi-kompetensi yang merupakan 

keunggulan lokal dan daya saing global (yang 

materinya tidak bisa masuk ke mata pelajaran 

yang ada) 

  

23 Bab. IV 

Kalender 

Pendidikan 

Standar Isi dan Panduan Penyusunan KTSP 

 Terdapat kalender pend. yang disusun berdasarkan 

kalender pendidikan. yang dikeluarkan oleh dinas 

pend. dan memperhatikan kalender pendidikan. 

yang ada di Standar Isi 

 Kalender pendidikan tersebut disusun berdasarkan 

kebutuhan dan karakteristik sekolah, serta peserta 

didik dan masyarakat. 

 Minggu efektif belajar per tahun ajaran minimum 

34 dan maksimum 38 minggu 

 Jeda tengah semester maksimum 2 minggu (satu 

minggu setiap semester) 

 Jeda antar semester maksimum 2 minggu (antara 

semester I dan II) 

 Libur akhir tahun pelajaran maksimum 3 minggu 
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No Aspek Telaah Deskripsi *) Analisis Saran  

 Hari libur keagamaan 2 – 4 minggu 

 Hari libur umum/nasional maksimum 2 minggu 

 Hari libur khusus maksimum 1 minggu 

 Kegiatan khusus sekolah/ madrasah maksimum 3 

minggu 

 Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap 

tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun 

berikutnya 

24 Bab V Penutup  Harapan implementasi dan evaluasi kurikulum  

 Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar 

  

25 Lampiran  SK Tim penyusun KTSP terdiri atas kepala 

sekolah sebagai ketua, seorang guru sebagai 

sekretaris, semua guru sebagai anggora termasuk 

komite sekolah.  

  

Catatan: *) deskripsi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan 

dengan KTSP  
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(Sekolah yang dikelolah oleh Pemerintah) 

 

4. Pengesahan Dokumen KTSP 

No FM-02B/4 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Berdasarkan pertimbangan komite sekolah, dengan ini Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK ….. 

ditetapkan untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran ….. 

 

Ditetapkan di : 

    Tanggal  : 

 

Komite Sekolah, 

 

 

 

........................................ 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

............................................... 

NIP ……………………… 

 

Mengetahui 

Kepala Dinas Pendidikan ….. 

Prov/Kota/Kabupaten …. 

 

 

…………………………… 
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   (Sekolah yg dikelolah Yayasan/Masyarakat) 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Berdasarkan pertimbangan komite sekolah, dengan ini Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK ….. 

ditetapkan untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran ….. 

 

Ditetapkan di : 

    Tanggal  : 

 

Komite Sekolah, 

 

 

 

........................................ 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

............................................... 

NIP ……………………… 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Yayasan ….. 

Prov/Kota/Kabupaten …. 

 

 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Dinas Pendidikan ….. 

Prov/Kota/Kabupaten …. 

 

 

…………………………… 
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5. Contoh Format Dokumen KTSP Buku 2/Silabus 

No FM-02B-1-5 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Sekolah  :  ………….. 

Mata Pelajaran   :  ………….. 

Kelas/ Semester  :  ………….. 

Kompetensi Inti : ………….. 

No 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

belajar 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

dst       
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6. Contoh Format Dokumen KTSP Buku 3/ RPP 

No FM-02B/6 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Contoh Format 1. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  :  ……………….. 

Mata Pelajaran  :  ……………….. 

Kelas/ Semester  :  ……………….. 

Materi Pokok  :  ……………….. 
Alokasi Waktu  : ………………… 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

B. Tujuan Pembelajaran  

C. Materi Pembelajaran  

D. Metode Pembelajaran  

E. Media dan Bahan  

F. Sumber Belajar  

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

1. Kegiatan Pendahuluan  

- menyiapkan kondisi peserta didik secara psikis dan fisik ( mengecek kelas dan 

kehadiran, berdoa, menyanyi lagu nasional) 

- mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan yang akan disampaikan 

- memberikan motivasi dengan beberapa pertanyaan, dan siswa membuat 

pertanyaan 

- menjelaskan KD atau tujuan pelajaran yang akan disampaikan 

- menyampaikan langkah pembelajaran yang akan dilakukan 

 

2. Kegiatan Inti  

Tahap Rincian kegiatan siswa Waktu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Kegiatan Penutup  

- membimbing siswa untuk menyimpulkan 

- melakukan refleksi dan menyampaikan manfaat pembelajaran 

- mengecek kemampuan dan tugas rumah 

- menyampaikan persiapan pembelajaran berikutnya 

H. Penilaian/Assessment 

1. Teknikdan bentuk penilaian 

2. Instrumen penilaian 
   ……………., ……………. 

   Guru Mapel/Kelas 

   …………………….. 
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Contoh Format 2. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  :  ……………….. 

Mata Pelajaran  :  ……………….. 

Kelas/ Semester  :  ……………….. 

Materi Pokok  :  ……………….. 

Alokasi Waktu  : ………………… 

Kompetensi Dasar: 

 

Indikator pencapain kompetensi: 

Materi pembelajaran: 

 

Metode pembelajaran: 

Media/bahan pembelajaran: 

 

Sumber pembelajaran: 

Tujuan Pembelajaran: 

 

 

Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

- menyiapkan kondisi peserta didik secara psikhis dan fisik ( mengecek kelas dan 

kehadiran, berdoa, menyanyi lagu nasional) 

- mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan yang akan disampaikan 

- memberikan motivasi dengan beberapa pertanyaan, dan siswa membuat 

pertanyaan 

- menjelaskan KD atau tujuan pelajaran yang akan disampaikan 

- menyampaikan langkah pembelajaran yang akan dilakukan 

2. Kegiatan inti 

- Langkah 1 … 

- Langkah 2 … 

- Langkah 3 … 

- Langkah 4 … 

- Langkah 5 … 

- dst 

3. Penutup 

- membimbing siswa untuk menyimpulkan 

- melakukan refleksi dan menyampaikan manfaat pembelajaran 

- mengecek kemampuan dan tugas rumah 

- menyampaikan persiapan pembelajaran berikutnya 

Penilaian pembelajaran/Assessmen 

5. Sikap 

- 

6. Pengetahuan 

- 

7. Keterampilan 

- 

   ……………., ……………. 

   Guru Mapel/Kelas 

   …………………….. 
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7. Contoh Format Program Muatan Lokal 

No FM-02B/7 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Cover 

A. Latar belakang 

B. Tujuan 

C. Ruang lingkup 

D. Kompetensi Inti 

Pengetahuan Keterampilan 

3. 4. 

 

E. Kompetensi Dasar 

Kelas …. 

Pengetahuan Keterampilan 

3.1. 

3.2. dst 

4.1 

4.2. dst 

 

Kelas …. 

Pengetahuan Keterampilan 

3.1. 

3.2. dst 

4.1 

4.2. dst 

 

Kelas …. 

Pengetahuan Keterampilan 

3.1. 

3.2. dst 

4.1 

4.2. dst 

 

F. Arah Pengembangan 
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8. Contoh Program Pengembangan Diri 

No FM-02B/8 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Nama Sekolah  : ……. 

Tahun    : ……. 

 

No Kegiatan Kelas 
Materi bidang pengembangan 

Individual Kelompok Klasikal 

A Keteladanan     

 - Literasi dasar Semua 

warga 

Membaca 

buku 

Diskusi topik 

harian 

Lomba 

mading 

bulanan 

 - Ibadah bersama Semua 

warga 

Berdoa/ 

membaca 

kitab 

Diskusi isi 

kitab 

Ibadah 

bersama 

setiap hari 

jumat 

 - 3S/5S (senyum, salam, 

sapa, sopan, santun) 

Semua 

warga 

Setiap saat 

bertemu 

sesama 

Salam awal 

dan akhir 

presentasi 

Salam awal 

dan akhir 

pelajaran  

 - Lihat sampah angkat Semua 

warga 

Ada sampah 

buang di 

tempatnya 

Ada sampah 

buang di 

tempatnya 

Ada sampah 

buang di 

tempatnya 

 - Peduli sesama 

(berkunjung ke panti 

jompo, keluarga yang 

sakit/kena bencana) 

Semua 

warga 

   

B. Bimbingan Konseling     

 - Cara belajar efektif     

 - Bakat dan minat     

 - Potensi diri     

 - Peluang berkarya     

 - Lapangan kerja     

C Ekstrakurikuler     

 - Pendidikan  

kepramukaan 

    

 - Seni budaya     

 - Olah raga prestasi     

 - Pecinta alam     

 - KIR/Sains club     

 - Siap OSN      

 - PMR     

 - Drumband     

 - Dsb     
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9. Contoh Peraturan akademik 

No FM-02B/9 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Contoh sistematika peraturan akademik:  
 

KOP SEKOLAH 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA SD/SMP/SMA/SMK ….. 

Nomor  : …………………  

TENTANG 

PERATURAN AKADEMIK  SD/SMP/SMA/SMK …………….. 

TAHUN PELAJARAN……………… 

 

Menimbang     : 1. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang 

kondusif diperlukan peraturan akdemik bagi peserta didik. 

2. Bahwa peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur 

persyaratan kehadiran,  ketentuan ulangan, kenaikan kelas, kelulusan, dan 

hak-hak peserta didik 

3. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua peserta didik agar 

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Mengingat       : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun. 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No 32 tahun 2013 dan 

PP Nomor 13 tahun 2015 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang 

Standar Penilaian Pendidikan 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetenso Lulusan Pendidikan 

Dasar dan Menengah 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. 

Memperhatikan: 

 

1. Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK ………… 

2. Visi, Misi, dan Tujuan SD/SMP/SMA/SMK ………… 

 Memutuskan 

Menetapkan  

Pertama            : Peraturan Akademik SD/SMP/SMA/SMK ………… Tahun Pelajaran …….. 

Kedua             : Peraturan Akademik SD/SMP/SMA/SMK …………adalah sebagaimana 

tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

Ketiga             : Peraturan Akademik SD/SMP/SMA/SMK …………sebagaimana yang 

dimaksud dalam diktum pertama diberlakukannya bagi semua peserta didik 

SD/SMP/SMA/SMK ………… 

Keempat          : Segala Sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di  
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kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 

Kelima             : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

         

Ditetapkan di: ……………… 

        Pada Tanggal: ………………. 

        Kepala Sekolah 

 

        ………………………………. 

        NIP. 

 

Lampiran SK Kepala SD/SMP/SMA/SMK ………… 

Nomor  : 

Tanggal  :  

 

BAB I  

Ketentuan Umum 

Pasal 1 

1. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, 

ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik 

2. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak peserta didik 

menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar. 

3. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada 

guru mata pelajaran, wali kelas, bimbingan konseling (BK). 

4. Peserta didik SD/SMP/SMA/SMK …………adalah anggota masyarakat yang sedang 

mengikuti proses pendidikan di SD/SMP/SMA/SMK …………. 

5. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau 

lebih. 

6. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidikan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 10 minggu efektif 

kegiatan pembelajaran. 

7. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. 

8. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir 

semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester 

genap. 

 

BAB II 

Ketentuan Kehadiran 

Pasal 2 

1. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 

90% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru. 

2. Setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar 

kelas maupun teori atau praktik. 

3. Ketidak hadiran karena sakit (surat orang tua atau surat dokter) tidak diperhitungkan 

dalam  penentuan ketentuan point satu. 

 

BAB III  

Ketentuan Penilaian 

Pasal 3 

Ulangan Harian 

1. Ulangan harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus 

yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran. 
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2. Ulangan harian dilaksanakan oleh guru  mata pelajaran setelah menyelesaikan 

satu KD atau lebih. 

3. Ulangan harian berupa test berbentuk soal uraian dan atau test lisan atau 

menyesuaikan kompetensi yang akan diukur. 

4. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan 

ulangan harian  berikutnya. 

5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial. 
6. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai 

KKM 
7. Remidial maksimal dilakukan paling banyak 2 kali  

 
Pasal 4 

Ulangan Tengah Semester 

1. Ulangan tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan 

silabus yang  penjabarannya merupakan  bagian dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

2. Ulangan tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk 

seluruh mata pelajaran setelah 8 – 10 minggu efektif kegiatan pembelajaran. 

3. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan 

seluruh kompetensi dasar (KD) pada periode tersebut. 

4. Ulangan tengah semester berupa tes tertulis berbentuk soal uraian. 

5. Hasil ulangan tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-

lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan 

Pasal 5 

Ulangan Akhir Semester 

1. Ulangan akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus 

yang    penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2. Ulangan akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh 

mata pelajaran di akhir semester. 

3. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan 

seluruh  

kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut. 

4. Hasil ulangan akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 

satu  

minggu setelah pelaksanaan. 

 

Pasal 6 

Ulangan Kenaikan Kelas 

4. Ulangan kenaikan kelas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus 

yang                                                   penjabarannya merupakan  bagian dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

5. Ulangan kenaikan kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh 

mata pelajaran di akhir semester genap. 

6. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan 

seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut. 

7. Hasil ulangan kenaikan kelas diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 

satu minggu setelakah pelaksanaan 

Pasal 7 

Penilaian Praktik, Produk, dan Proyek 

1. Penilaian praktik, produk, proyek hanya dilakukan pada indikator dari KD keterampilan 

2. Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang 

disusun dalam pembelajaran RPP. 

3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. 
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Pasal 8 

Penilaian Akhlak dan Kepribadian 

1. Penilaian akhlak dan Kepribadian dilakukan pada semua mata pelajaran dan Bimbingan 

Konseling 

2. Penilaian akhlak dan Kepribadian dilakukan pada indikator dari KD sikap spiritual dan 

KD sikap sosial 

3. Pelaksanaan akhlak dilakukan dengan kegiatan belajar mengajar yang disusun dalam 

penjabaran RPP. 

4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. 

Pasal 9 

Ujian Sekolah 

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada 

mata      

pelajaran tetentu. 

2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan  ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok 

mata  

pelajaran tertentu. 

3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang 

berlaku 

Pasal 10 

Ujian Nasional 

1. Ujian nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pada beberapa mata 

pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran pengetahuan dan teknologi. 

2. Prosedur dan pelaksanaan ujian nasional tulis maupun praktik mengikuti ketentuan 

yang berlaku 

 

BAB IV  

Ketentuan Kenaikkan Dan Kelulusan 

Pasal 11 

Katentuan Kenaikan Kelas 

1. Peserta didik dinyatakan naik kelas, bila : 

a. Memiliki kehadiran minimal 90%. 

b. Menyelesaiakan seluruh program pembelajaran pada semester 1 dan 2 di kelas yang 

diikuti. 

c. Memiliki nilai di bawah KKM tidak lebih dari 3 mata pelajaran (berdasarkan rata-

rata nilai semester gasal dan genap). 

d. Memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian, kelakuan dan kerajinan pada 

dua semester di kelas yang diikuti 

2. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas, bila : 

a. Memiliki kehadiran di bawah 90% 

b. Tidak menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada semester 1 dan 2 di kelas 

yang diikuti 

c. Memiliki nilai di bawah KKM (rata-rata smt 1 dan 2) lebih dari 3 (tiga) mata 

pelajaran  

d. Aspek kepribadian, kelakuan dan kerajinan pada dua semester di kelas yang diikuti 

tidak bernilai baik 

Pasal 12 

Ketentuan Kelulusan 
Kriteria kelulusan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 72 ayat (1). Peserta didik dinyatakan lulus apabila 

memenuhi kriteria berikut : 
8. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 
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9. Memperoleh nilai minimal baik (sesuai KKM ) pada penilaian akhir untuk seluruh mata 

pelajaran kelompok mata  pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajran estetika, dan kelompok 

mata  pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan 

10. Lulus Ujian Sekolah sebagaimana diatur dalam POS Ujian Sekolah (POS US) 

 

BAB V  

Hak Siswa Menggunakan Fasilitas 

Pasal 13 

Laboratorium IPA  (Biologi, Kimia, Fisika) 

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktikum di laboratorium sesuai jadwal 

pelajarannya. 

2. Peserta didik melakukan praktikum di laboratorium di bawah pengawasan guru mata 

pelajaran 

3. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku 

4. Setiap peserta menyusun laporan setelah melakukan praktikum 

 

Pasal 14 

Laboratorium Komputer 

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer 

pada saat     jam pelajaran TIK atau mata pelajaran yang memerlukan  perangkat 

komputer 

2. Peserta didik melakukan praktik di laboratorium di bawah pengawasan guru mata 

pelajaran. 

3. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku. 

 

Pasal 15 

Laboratorium Bahasa 

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktik di laboratorium bahasa pada saat jam 

pelajaran bahasa. 

2. Peserta didik melakukan praktik di laboratorium di bawah pengawasan guru mata 

pelajaran. 

3. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku. 
 

Pasal 16 

Ruang Multimedia 

1. Setiap peserta didik berhak melakukan pembelajaran di ruang multimedia pada saat jam 

pelajaran yang menggunakan multimedia. 

2. Peserta didik melakukan pembelajaran di ruang multimedia di bawah pengawasan guru 

mata pelajaran. 

3. Saat pembelajaran di ruang multimedia peserta didik harus mengikuti tata tertib yang 

berlaku 

 

Pasal 17 

Perpustakaan 

1. Setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota perpustakaan 

2. Setiap peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan  

3. Setiap peserta didik berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar. 

4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru 

mata pelajaran/piket. 
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BAB VI  

Hak Peserta Didik Mendapat Layanan Pembelajaran Dan Konseling 

Pasal 18 

Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran 

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran. 

2. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan 

secara  bersama antara peserta didik dan guru. 

3. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran 

dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakn tugas atau lainnya 

 

Pasal 19 

Konsultasi dengan Wali Kelas 

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas. 

2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara 

bersama antara peserta didik dan wali kelas. 

3. Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah peserta didik di 

kelas siswa yang bersangkutan. 

Pasal 20 

Konsultasi dengan Guru Bimbingan Konseling 

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK. 

2. Layanan konsultasi dengan konselor dapat  dilakukan setiap saat selama konselor masih 

dapat melayani. 

3. Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah peserta didik di 

kelas, di sekolah, maupun pergaulan siswa yang bersangkutan 

4. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dan konselor 

 

BAB VII  

Hak Peserta Didik Berprestasi 

Pasal 21 

1. Setiap peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak 

mendapat penghargaan. 

2. Penghargaan peserta didik beprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku 

 

BAB VIII  

Penutup 

Pasal 22 

1. Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian 

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

………….., ……………. 

        Kepala Sekolah 

        ………………….. 

        NIP  
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11. Contoh Format Penyelesaiaan Perundungan 

No FM-02B/10 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

 

No Hr/tgl 
Nama 

Siswa 
L/P 

Bimbingan Uraian 

permasalahan 
Solusi 

Ket 

 Pribadi Sosial Akademik 

          

          

          

          

 

 

 

………….., ……………. 

        Kepala Sekolah 

 

 

 

        ………………….. 

        NIP  
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12. Contoh Format Notulen Rapat Penyusunan KTSP 

No FM-02B/11 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

 

NAMA SEKOLAH 

Hari/Tanggal   : .............................. 

Waktu    : 

 Hal    :  

Tempat   :  

Susunan Acara 

Pembukaan   :  

Sambutan  :  

Pembahasan Masalah  : Penyusunan Kurikulum ……… 

Penutup   : moderator 

 

Pokok Pembahasan : Teknis pelaksanaan Penyusunan Kurikulum ...... 

Isi Rapat 

1. Pembahasan Visi, Misi dan Tujua Sekolah 

2. Pembahasan Struktur kurikulum 

3. Pembahasan Kalender Pendidikan Sekolah 

4. Pembahasan Dokumen 2 dan 3 

Penutup 

Rapat ditutup oleh moderator 

Notulis 



43 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Prosedur Mutu Standar Isi ditujukan untuk menyiapkan muatan isi kurikulum 

yang akan disampaikan ke peserta didik  sesuai dengan tuntutan standar kompetensi 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ditetapkan oleh 

pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 

tentang  Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Dikdasmen. Setiap 

sekolah diharapkan memiliki strategi dalam rangka pemenuhan standar isi setiap 

jenjang satuan pendidikan. 

Dokumen Prosedur Standar dan Dokumen Formulir Standar Isi merupakan 

salah satu upaya pemenuhan mutu yang akan dilaksanakan dan apa yang telah 

dilaksanakan. Semua kegiaatan tersebut mengacu pada prosedur pemenuhan mutu dan 

berbasis dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan oleh sekolah. 
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